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Syukur alhamdulillahirabbil’alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri 

wahlul u’datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada 

kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah 

memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan 

kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali’alla Muhammad 

wa’alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul 

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN” Penulisan skripsi ini 

diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Bung Hatta. 

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga 

banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, 

dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir 

dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih 

masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do’a restu dari 

pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut. 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka 

pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H.,M.H sebagai 

Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan 

waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan 

tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang 

dalam kepada : 

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Hukum 

Universitas Bung Hatta. 

2. Bapak Zarfinal, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum 

Universitas Bung Hatta. 

3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara 

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. 

4. Bapak Suamperi, S.H.,M.H., Penasihat Akademik saya yang banyak 

mendukung selama kuliah dalam mencapai tujuan. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung 

Hatta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama 

menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini. 
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6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas 

Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan 

selama penulis menempuh kuliah. 

7. Seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  di Kabupaten Pesisir Selatan. 

8. Kepada kedua Orang Tua, Bapak Zunirman dan Ibu Asmida, Kakak serta Adik 

dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, 

dorongan do’a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya 

selama penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung 

Hatta. 

9. Rekan-rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas 

Bung Hatta, khususnya angkatan 2017. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan- rekan mahasiswa Ilmu 

Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan 

terima kasih. 
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